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MENIMBANG :+ Bahwa gebagai tindek lanjut Naskah Kerja sama antars
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesdia dengan
BP-7 Pusat dan untuk memasyarakatkan P-4 di lingkung
an Pengusaiha dan Pekerja di sektor prodiksi barang
dan jasa, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pe
nyelenggara Penateran P-4 Pols Pendukung 25 Jam dan
Hubungan Industrisl Pancesila bagi Penguseha dan Pe
kerja sze Kabupaten Dasrah Tingkat II Lamongan dengan
Keputusan Dupati Kepale Dasreh,

MENGINGAT ¢t le Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 3
2¢ Undang=-undeng Nomor 12 teahun 1950
3« Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 ta

hun 1979 ;

4« Keputusan Menteri Dalem Negeri Nomor 239 tahun
1980 3

5¢ Keputusen lenteri Dalam Negeri Nomor 86 tehun =
1982 3

6s¢ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988,

HMEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepale Daerah Tingkat I Jewa Timux
tanggal 6 Juni 1988 Nomor : 893.3/12721/013/1988 ten
teng Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi Daerah
Tinglat II eé Jawa Timur,
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MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Penyelenggera Penataran P-4 Pola Pen
dukung 25 Jam den Hubungan Industrial Pancasila (HIP )
bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan dengan susunan Psnitia sebagaimena ter
gebut dalam lampiran Keputusan ini.

Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mem
punyai tugas ¢

a8+ Meleksanakan Penyelanggaraan Peneteran P-4 Pola Pen
dukung 25 Jam dan Hubungen Industrial Pancagila =
(HIP) bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Dae
reh Tingkat II Lamongan 3

be Melaporkan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan -
Penataran dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan =
ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
dengan Tembusen kepada Kantor BP-7, Kantor Sosial
Politik dan Inspektorat Wilayash Daerah Tingket 31X
Lamongan.

Biaya otas Penyelenggaraan Penataran P-4 dimaksud di
bebankan pade Perusahsan/Organisgsi yeng bersangkutan.

1, Keputusan ini mulsi berleku peda tanggal ditetapken
den apabile dtkemudien hari terdespat kekeliruan =

akan dibetnllmn gebagaimena mestinya ;

2¢ Dengan berlakunya Keputusan ini, meke Koputusen =
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongen Nomor 13
tahun 1989 dicabut dan tidak berlaku lagi

Je Mengumumlkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Ka
bupaten Dacrah Tingkat 11 Lamongane.
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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Nomer 317/ D3 )Zﬁ 5

t 1991

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaiken 43_. MOHAMAD FARIED, SH

kepada :

Tthe 1+ Sdr.

NIP, 510026681
Gubernur Kepala Daerah Lingket I

Jawa Timur di Sursbaya 3
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Kepala BP=T Propinsi Daersh Tingket I Jawa Timur
44 Surabaya } |
Kepala Direktorat Sosial Politik Daersh Ting «
kat I Jawa Timur d4i Surabaya 3

Pembantu Gubexrnur di Bojonegro ;

Ketua DPFRD Kabupaten Daersh Tingkat II Lamongenj
Kepela DEPNAKER Wilayeh KerjaBojonegopo di -
Bojonegoxro 3 '

Kepala Inspektorat Wilayeh Kabupaten Daerah Ting
kat II.Lemongan §

Kepala Kentor Sosiel Politik Kebupaten Dacrah =
Tingkat II Lamongen 3

Kepala BP~7 Kasbupaten Daerah Tingkat II Lamongen}
Kepala Cabang Dinas Perindustriasn Kabupaten Dae =
rah Tingkat II Lamongan § S
Kepala Bagisn Keuangan, Perekonomisn, KESRA Set
wilda Tingkat II Lemongan 3

Pembantu Bupati dan Cemat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Iamongen j

Panitia dimaksud. '




. ' LAMPIRAN E.PUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
. ' TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR s 52 tohun 1991
TANGGAL : 4 liaret 1991

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG
25 JAM DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA BAGI PENGUSAHA
DAN PEKERJA SE KABUPATEN DADRAH TINGKAT II LAMCNGAN
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NO : JABATAN  DALAM : NAMA : KETERANGAN
PANITIA
1 ¢ 2 : 3 et 4
-1+ Pelindung R. MCHAMAD FARIED, SH Bupati Kepala Daerah Tingkat IX
_ - Lamongan.
2. Pembina 1. AMBJAH, sH Sekretaris \Wilayah/Daerah Ting -
- kat II Lamongan.
2. Dra. SUMIATI Kepala Kantor Departemen Tenaga
o Kerja di Bojonegoro.
3. Binmas Bindal 1. Drs. H.AM.SAMARIANTHA Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Dae
' ' rah Tingkat II Lmmongan.
2. MARIJONO Kerala Kantor 'SOSQOL Kabupaten -
Daerah Tingkat-II Lamongan.
4., Ketua 1 1. HoM. SOELKAN Ketua SPSI Kabupaten Lamongan.
Ketua II 8ABAR: SOEWARIONO Kabid Pendidikan BP-7 Kabupaten -
v Daerah Tingkat II Lamongan.
Se Sekretaris I Drs. M. AMINUL WAHIB Sekretaris BP-7 Kabupaten Dasrah-
Tingkat II Lamongan.
6. Sekretaris II H. SUKRI ABDULLGH Ketua DPC.APINDO Kabupaten Lamo
ngane.
6. Bendahara I SOEGENG HS Ketua GAPENSI Kabupaten Lamongan.
Bendahara II ME. SHOLEH H.NOER Sekretaris PERPADI Kabupaten Lamo
ngan.
\-r. Seksi-Seksi 1.
a. Seksi PROGDAL 1. BAMBANG NUGRCHO, BA Kagi Pendidikan dan Penataran -
" BP=7 Kabupaten Daerah Tingkat 1Y -
Lamongan. '

2. Drs. HARI SETYO WIDODO Kantor SOSPCL Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.

"b.' Seksi Evaluasi 1. Dra. ZAINI CHOIRI Kabid Jidbang BP-7 Kabupaten Dae
rah Tingkat YI Lamongan,
2, SUYON 0, SH ' Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Ting
‘ kat II Lamongan.
¢. Seksi Akomodasi 1e Nye MAWDU IWAPI Kabupaten Lamongan.
2. MARDIYANA Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Ting.

kat II Lamongan.
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d. Seksi Umum 1. FATKUR RAKHMAN Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Ting
, " kat II Lamongan.
2. M. CHOZIN, BA Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Ting

kat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMNGAN
0'/ % e
| ' /gﬂn.f MCHAMAD FARIED, sn},
— NIP. 510026681



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
(BP-7)
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan Telp, 244

Lamongan, 22 Pebruari 1991

30y [ /RS /410, 202/1991 Kepada :

: Segera Yth, Sdr,. Kepala Bagian Hukum
: 1 ( satu ) Setwilda Tingkat II

:+ Konsep Keputusan Bupati Lamongan

Kepala Daerah,

Sehubungan. dengan adanya pergantian pejabat di ling
kungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan dan perkem
bangan organisasi masyarakat, maka disampaikan dengan hor-
mat konsep Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamo-
ngan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Penataran
P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan HIP ( Hubungan Industrial -
Pancasila ) bagl Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Dati
II Lamongan sebagaimana terlampir, sebagai pengganti Kepu-~
tusan Bupati KDH TK II Lamongan Nomor 13 Tahun 1989,

Demikian atas bantuan pemrosesan konsep keputusan =
dimaksud dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,

KEPALA BP-7 KABUPATEN DAERAH TINGKAT IXI
LAMONGAN

~ Ho A, MANAF SAMARIANTHA
NIP, 010 048 573
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Amat segera

Petunjuk pelaksanaan pe-
nataran P-4 Pola Pendu-
kung 25 Jam berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam
Negori  Nomor 9 Tahun
1988,

Sebagal tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1988 tanggal 2 April 1988 tentang Penyelenggaraan Penataran Pe-
domin Penghayatan dan Pengeunala:} Pancasila (P-4) di Daerah seluruh In-
donesia, terutama diktum Keenam sampal dengan Kesepuluh, yang menyang-
YUl penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam di Wilayah Daerah Tingkat T1

seluruh Indonesia dalam Tahun Anggaran 1988/1989, maka bersama ini di-

WA TIMUR

Surabaya, 16 Jum 1988

Kepada

Yth, Sdr. Bupati /Walikotamadya

Kepala Dacrah Tingkat 11

se

JAWA TIMUR

borrkan petunjuk pelaksanaannya di daerah Saudara sehagal ixerikut

L. KEBLIAKSANANN UMUM

. Pada tahun kelina Pembangunan Lima Tahun (PELITA) 1V upaya pe-

masyarakatan P-4 harus makin ditingkatkan dengan arahan, bahwa
pada akhir PELITA V semua penduduk Jawa Timur yang berusia de-
wasa sudah ter jangkau oleh upaya pemasyarakatan P-4, dan apabila
dijabarkan secara kuantitatif setiap tahun harus tercapar 1,7
juta orang bagi seluruh Wilayah Propinsi Daerah 'Tingka awa
Timur;

Penjabaran kuantitatif sejumlah 1,7 juta orang usia dewasa se-

tiap tahun tersebut akan mengan wenggunakan metode pe-
nataran, metode Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangun-
an serta metode-metode lain yang pelaksanaannya harus selalu
mendasarkan pada semua ketentuan dan pembakuan yang telah di-
tetapkan oleh Badan Pembinaan h!‘ram'iuiikan Polaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Bp-7 ) Pusat, sorta meng-
ikuta  petunjuk-petunjuk Bp-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur,

3. Sesua 1
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3. Sesuai dengan kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas para
Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, terutama
sebagai Kepala Wilayah Kabupaten/Kotamadya, maka diinstruksikan
kepada Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se
Jawa Timur agar berupaya secara optimal dan bertanggung jawab
penuh atas terwujudnya kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.

URGANISASI PENYELENGGARAAN

Pengorganisasian kegiatan menyelenggarakan Penataran p-4 Pola Pen
dukung 25 Jam, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1988, harus selalu mengikuti Pedoman kepada pembakuan yang,
telah ditetapkan oleh BP-7 pusat dengan penekanan—pénekanan seba-
gai berikut :

1. Penyelenggaraan penataran dan penunjukkan Penatar dituangkan

dalam Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, sedangkan
tata tertib dan penetapan Petatar dituangkan dalam Keputusan
Kepala Bp-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersang-
kutan, . )
Apabila penataran diselenggarakan secara swadaya oleh organisa
sl kemasyarakatan, harus mendapat persetujuan dan penctapan Ke
pala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangku-
tan.

2. Jika penyelenggara penataran adalah Lembaga/ Instansi/Organisa-
si di,luar Bp-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11, maka pe-
Jjabat-pejabat Bp-7 Kabupaten/Kotamadya harus diikutsertakan da
lam unsur-unsur kepanitiaan yaitu Pembina, Seksi Program dan
Pengendalian serta Seksi Evaluasi.

3. Materi yang diberikan adalah :

& pP-4;
b, UUD 1945;
. GBHN;

d. Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan.

Buku yang dipakai / dibagikan adalah buku materi pokok (buku
merah putih) dan buku belengkap (buku kunyit) kiriman Sekreta-
riat Negara.

4, Pembagian
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. Pembagian waktu/penjadwalan waktu adalah sebagal berikut :

a. Upacara Pembukaan am

= 1 J
Jam = (;\ Jam

b. Ceramahh P-4 (Bab I41I4III = 120' = 2
Bab 1V = 120' = 2 Jam
Bab V+VIL = 60' =1 Jam
Tanya Jawab = 60' =1 Jam
c. Ceramah (Bab I + II = éo' = 14 Jam £ 5% ) Jam
UUD 1945 Bab IIT = 90' = 1! Jam )
Bab IV4V+VI = 90' = 1} Jam
Tanya Jawab = 60' =1 Jam
d. Ceramah (Bab I+II+III = 120' = 2 Jam =@ Jam’
GBHN +IV ~—
Bab'V+VI =120"=2 Jan
Bab VII = 90' = 1% Jam
Bab VII + IX = 60' =1 Jam
Tanya Jawab = 60' =1 Jam

e. Ceramah dan praktek Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan

hasil-hasil Pembangunan = 2 Jam
f. Pendalaman (tiap materi 120') = 2 Jam = 6 Jam
g. 'Upacara PenUtUDAN : .iuve sveeson e one o = 1 Jam

- BEvaluasi dan penilaian terhadap petatar meliputi :

a. Penguasaan materi dan kemampuan menyanpaikan pendapat.
b, Sikap disiplin selama kegiatan penataran.
€. Pengamatan Penatar dalam kegiatan ceramah.

d. Pengamatan Penatar dalam kegiatan pendalanan.

. Setiap kegiatan pemasyarakatan P-4 baik dengan metode Penatar-

an P-4 berbagai type dan pola termasuk Pola Pendukung 25 Jam
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988
dan metode-metode lain waijib dilaporkan kepada BP-7 Propinsi

Dacrah Tingkat I Jawa Timur.

KOORDINASI

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, selaku Penanggung

Jawab Umum pemasyarakatan P-4 di. wilayah masing-masing, agar mem-
perikan perhatian sepenuhnya terhadap kelancaran dan  ketertiban
serta kecermatan penyelenggaraan penéxtaran serta terciptanya

kondisi yang positif guna lancarnya koordinasi dengan Instansi/

Lembaga yang terkait di dalam pehyelenggaraan pemasyarakatan P-4.

1V, PENGAWASAN
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PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN,

Untuk pelaksanaan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam ber-
dasarkan Inmendagri No. 9 tahun 1998 di setiap Daerah Tingkat II,
perlu dibentuk panitia penyelenggara dengan ketua Kepala BP-7. Ka-
bupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1 selaku penanggung jawab pelak
sana dengan wakil Kepala Kantor Sospol dan pejabat-pejabat  lain
yang bertugas memberikan bimbingan, pengawasan, pengendalian dan
pemantauan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota
madya Kepala Daerah Tingkat II.

SASARAN PENATARAN,

Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988 supaya dapat menjangkau

sekurang-kurangnya sejumlah, 3.200 orang untuk Tahun Anggaran 1988
/1989. e e T

Adapun persyaratan calon Petatar adalah sebagai berikut :

a. Calon Petatar berasal dari Tokoh/Pemuka (non Pegawai RI) yang
memiliki kemampuan komunikasi secara luas, selain itu calon da
ri kalangan lain termasuk juru penerang;

b. Calon tersebut memiliki pengaruh dilingkungannya serta  mampu
dan bersedia memanfaatkan pengaruﬁnya dalam rangka pemasyara-
katan P-4;

c. Diadakan pembauran dikalangan calon Petatar dalam arti yang se
luas-luasnya, misalnya dengan menperhatikan faktor agama, fak-
tor suku dan keturunan, faktor pendidikar.,, mata penicaheu:ian;
jenis kelamin dan sebagainya, yang kesemuanya itu dalam rangka
lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Jumlah Petatar untuk setiap angkatan ditetapkan sebanyak-
banyaknya 150 orang dan benar-benar merupakan orang-orang yang
belum pernah mengikuti Penataran P-4 dalam berbagai tipe dan
pola yang dikenalnya;

e. Secara cermat dihindari adanya calon-calon Petatar, baik yang
langsung ataupun tidak langsung terlibat G.30.S./PKI, bekas na
rapidana dan wanita tuna susila, untuk itu BP-7 Kabupaten /
Kotamadya Daerah Tingkat II supéya lebih meningkatkan koordina
sl dengan Kantor Sospol Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
yang bersangkutan.

VI. PEMBIAYAAN
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Biaya untuk penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25
Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9  Tahun
1988 ini disediakandanasebesarIqL.ZO.OOU.OOO,OO (duapuluh
Juta rupiah) dari dana ganjaran tahun Anggaran  1988/1989 dan
dari dana APBD Daerah Tingkat II yang disediakan untuk pemasya

rakatan P-4.

- Biaya yang disediakan bagi penyelenggaraan Penataran P-4 Pola

Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No
mor 9 Tahun 1988 di Kabupaten/Kotamadya Daerah TingkaE II di-
pergunakan untuk mengadaan makanan kecil, pembuatan piagam,

biaya administrasi, bantuan transportasi Petatar, Panitia dan
—=dioa P iaatiasl =
e —————

Penatar,

h—-—-_'—-_‘
Hendaknya secara dinamis dan berimbang diupayakan terwujudnya

ketentuan-ketentuan tersebut dalam lampiran Instruksi Menteri
Dalam Negeri ‘Namor 9 Tahun 1988 Bab. VII (BIAYA) butir 4 : Apa
bila dana yang disediakan bagi pényelenggaraan Penataran P-4
di Wilayah Daerah Tingkat I dan Dacrah Tingkat II  sesuai de-
ngan Rencana Kerija Daerah 1988/1989 masih tersisa dana terse-
but dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemasyara-
katan P-4 non penataran dimaksud, antara lain Permainan Simu-
lasi P-4, Lonba Cerdas Tangkas P-4 dan lain-lain yang telah di
bakukan oleh BP-7 pusat.

- Dalam kaitannya dengan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam ber

dasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 ini
diminta agar Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat
IT se Jawa Timur menuangkannya bersama-sana dergan Penataran
P-4 Pola Pendukung yang lain, serta pada kegiatan pemasyarakat
an yang lain dalam program kerja Daerah Tingkat II, yang selan
jutnya akan tergambar secara riil dalam APBD Tahun  1988/1989
di Tingkat II masing-masing. Dengan suatu rencana kerja yang
mantap, realistis dan dinamis pastilah akan dapat terwujud

dengan mantap keberhasilan semua kegiatan yang diprogramkan,

- Program kerja pemasyarakatan P-4 tersebut jangka waktunya sama

dengan tahun anggaran ialah terhitung mulai 1 April 1988 sam-
pai dengan 31 Maret 1989.

VIL. LAIN-IAIN
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Dergan tetapr memcerhatikan dan bervedaman:pada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Namor 9 Tanun 1988 serta . petunjuk Gubermur
Kepala Dderah ini, apabila karema sesuatu sebab terpaksa ada pe-
rgetrapan yany menyimpang dalam penggunaan dana ganjaran untuk pe
nataran tersebut, hendaknya lebih dahulu merdapat persetujuan [/
ijin tertulisl dari Gubermir Kepala Daerah Tirgkat I Jawa Timur de
ngan tembtisannya kepada Kepala BP-7'Propinsi Daerah Tingkat I Ja
wa Timur dan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur.

Di samping hal-hal tersebut, dengan ini diharapkan pula
agar diadakan upaya berupa pe_rsia;_:;an dan perdekatan, antara lain
mengadakan penyegaran bagi -para Pematar, membentuk satuan kerija
penyelenggara dan largkah-largkah lain yang dapat menimgkatkan
knalitas hasil yang diharapkan.

Karena setiap.tahun diperebutkan panji-panji Karya Utama
Nugraha untuk program pemasyarakatan P-4 bagi Daerah-Daerah Ting-
kat IT yang palingy berhasil di dalam pemasyarakatan P-4 di wila -
yahnya, maka sekali lagi diharapkan pé.rhatian yang seperuhnya se-
hirngga optimalisasi program ini pada akhirnya mampu meluas dan me
rata di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Demikian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Penataran P-4 Pola
Perdukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Talun 1988 untuk dipakai sebagai pedaman dan dilaksanakan
dengan permh rasa tanggung jawab.
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
i
‘epala BP-7 Pusat di Jakarta.

Direktur Jenderal Sosial Politik
PDepartemen Dalam Negeri di
Jakarta.

Kepala BP-7 Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

‘epala Direktorat Sosial Politik
Propini Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur di Surabaya,

Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur di Surabaya.

Pembantu Gubernur se Jawa Timur,

Kepala Biro Keuangan  Kantor
Gubernmur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II se Jawa Timur.




